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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR :0360/IPNF/DPMPTSP-IV/XIF2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA TK HARAPAN BUNDA
DI RT. 02 DUSUN VI DESA MUARA MEDAK KECAMATAN BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang a bahwa sehubungan dengan sural TK HARAPAN BUNDA  (Sdr
ETI SURYANINGSIH, S Pd) Nomor 421 S/07/TK-HB/MMWXI/2021 tanggal
29 Oktober 2021 penhal PERMOHONAN PEMENUHAN I1ZIN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN (NON FORMAL),

b bahwa dalam rangka untuk memperiuas akses pendidikan dibutuhkan
partisipasi masyarakal berupa [zin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non
Formal Taman Kanak-Kanak (TK),

C bahwa berdasarkan hasil pemenksaan lapangan oleh Tim Teknis [zin
Pendinan Sekolah sebagaimana Benta Acara Nomor 683/BAP/DPMPTSP-
V72021 tanggal 10 Desember 2021, TK HARAPAN BUNDA layak untuk
dilerbkan zin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal,

d bahwa berdasarkan perlimbangan huruf a, huruf b, dan huruf ¢ tersebut di
atas, periu menelapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin lentang [zin

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal TK HARAPAN BUNDA.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1950 lentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821),

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851),

3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301),

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (lentang
Pemerntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5679),
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